
PBRATURAN DAEIR.AI.I I{ABUPAI'EN MUARA DNIM

B TAI-IL}N 2OI2NOMOR

TtrNTANG

PtrNAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PI'Mtr}?INTAI{ KABUPATEN MUARA trNIM

KtrDALAM PtrRUSAi{AAN DAIIRAH AIR I\4INUM LBMATANG BNIM

DENGAN RAI-IMAT TU}-IAN YANG MAHA ESA

Merrimbang: a.

BUPATI MUARA trNIM,

bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan

kegiatan usahar Perusatraan Daerah Air Mirr.um Lematang Enim,

dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal

Pemerintah Knbupaten Murara Enim ke dalam modal

Perusahaan Dererah Air Minum I-ematang Enim;

bahwn penambahan penyertaan modal sebagaimanri dimaksr-rd

huruf a tersebut diatas adalah untuk kegiatan pembangLlrlan

pr€rsarana air bersih yang berasal dari Anggararl PenclupilLan

dan Belanja Daerah l(abupaten Muara Enim;

ba,hwa berclasarkan pertimbangan sebii.gaimanEr clirnaksucl

dalam huruf a dan b perlr-r menetapkan Peraturan Daeril"h

tentang Penambahan Penyert-aan Modal Pemerintah Kabupaten

Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang

Enim.

Paseil 18 ayat (6) Unclang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Taliun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indclnesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lemberran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (l,embaran Negara Reptrblik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 2387\;

C.

Ldengingat : 1.

b.

2.
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undang-Undemg Nomor 17 Tahun 2003 tentang l{euangan

Negara (Lernbaran Negara lRepubiik Indonesia Tahun 2003

Norlor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Inclouesia

Nomor a286);

Undang-Unclang Nomor 1 'lahun 2OA4 tentang Perbendltharuatt

Negara (Lembaran Negara Republik [nflonesia Tahurr 2OO'l

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Termbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437\ sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 49aa); 
:.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pe-mbentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2Ol7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

republik Indonesia Nomor 523a);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa9Q;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagaimana telah dir-rbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturran Pemcrintah

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolahan Barang Milik

10.



Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a'855) ;

peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Stanclar

Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republil<

Indonesia Nomor 5165);

13. I(eputtisan Menteri Negara Otonomi Dacrah Nomor [] 'l'ahutrr

2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air

Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ai; Minum;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 fahun 1986

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang

Bnim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Bnim Tahun l9BT

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Muara Bnim Nomor 23 Tahun 1991 tentang

Perubahan pertama Peratr-rran Daerah Nomor 4 Tahun 1986

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun

1992 Nomor 6 );

Peraturan Daerah I(abupaten Muara trnim Nomor 10 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DT'WAN PBRWAKILAN RAKYAT DABRAH KABUPATtrN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA trNIM
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MEMUTUSKAN :

MenetapKan: PBRATURAN DABRAH TENTANG PBNAMBAHAN PENYERTAAN

MODAL PEMTIiINTAH KABUPATEN MUARA trNIM PADA

PERUSAI{AANDAtrRAHAIRMINUMLBMATANGBNIM

BAB I

KtrTBNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

i. Daerah adalah I(abupaten Muara Bnim'

2. pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah BuPati Muara Enim :

4. perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disebut PDAM

adalah Badan Usaha Milik Daerah Yang didirikan berdasarkan' Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986.

5. pegyertaan Modal Daerair adalah Pemasul<an dan atau keikutsertaan modal ke

dalam modal PDAM hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk

ciiperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada PDAM.

BAB II

TUJUAN PtrNYtrRTAAN MODAL

Pasal 2

11) Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke

dalam modal PDAM.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
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BAB III

PBNYtrRTAAN MODAI, DAERAFI

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM untuk Tahun 2072 pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahr-rn Anggaran 2Ol2 adalah sebesar Rp.

5.000.000.000,- (lima rnilyar rupiah)'

Pasal 4

Penyertaan Moclal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah dalam

bentuk uang.

Pasal 5
:.

Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalarfl Pasa.l 3,

merupakan dasar penyusunan Neraca PDAM tahun berjalan.

BAB IV

MODAL PBRUSAHAAN DAERAFI

Pasal 6

(1) Moclal Daerah pa<la Perusahaan Daerah Air Minum sampai tahun 2OlI adalah

sebesar Rp.142.119.454.926,- (seratus ernpat puluh dua milyar seratus tiga

belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam

rupiah).

(2) Dengan penyertaan modal claerah pada PDAM untuk Tahun 2Ol2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PDAM

sebesar Rp.147. 11g.454.926,- (seratus empat puluh tduh milyar seratus tiga

belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam

rupiah).



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rtrernerintahkan Fengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara

Enim.
di Muara Enim

tanggal & ffi**ssm ffi&
BI.]WAfiMUARA ENIM

MUAq.KIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 3S Seeeglher ?€3?

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

ff
TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2OI2 NOMOR S.


